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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Strategi 

Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT) secara Restorative Justice di Polsek Miomafi Timur sudah cukup baik, 

dan sangat diperlukan kerja sama dan berkolaborasi Bhabinkamtibmas dengan 

lembaga pemerintah, LSM, masyarakat, tokoh agama,tokoh, pemuda,tokoh adat 

dan organisasi lain untuk memperkuat upaya restorative justice terhadap kasus 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sesuai dengan uraian tersebut, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tingkat penerimaan laporan, Proses dimulai dengan menerima laporan dari 

korban oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Miomafo Timur, yang harus 

dilakukan dengan empati dan profesionalisme. Langkah-langkah awal 

diambil untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan korban, termasuk 

pemberian perintah perlindungan sementara dan koordinasi dengan 

perawatan medis jika diperlukan. Selanjutnya, pengumpulan informasi dan 

bukti dilakukan melalui wawancara dengan korban, pelaku, dan saksi, serta 

dokumentasi bukti fisik dan elektronik. 

2. Keterlibatan korban, pelaku dan Masyarakat dalam Penyelesaian, 

Keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan Restorative 

Justice oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Miomafo Timur adalah suatu 

strategi yang berfokus pada kolaborasi dan rekonsiliasi. Pendekatan ini 

bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menghasilkan manfaat 

yang lebih luas, seperti mendukung korban dan mencegah kekerasan di masa 

depan. Dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan 

pelaku, serta masyarakat, pendekatan ini menciptakan kesempatan untuk 

memahami akar masalah, mengambil tindakan yang tepat, dan membangun 
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hubungan yang lebih baik. Dengan demikian, keterlibatan aktif semua pihak 

dalam penyelesaian kasus KDRT melalui pendekatan Restorative Justice 

dapat menjadi alat yang efektif dalam upaya mengurangi kekerasan dalam 

rumah tangga dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis. 

3. Kepuasan Korban, Kepuasan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam 

penyelesaian melalui pendekatan Restorative Justice adalah indikator kunci 

yang menentukan keberhasilan dari proses ini. Dalam pendekatan Restorative 

Justice, pemberian keadilan kepada korban dan pemulihan kesejahteraannya 

adalah prioritas utama. Tingkat kepuasan korban mencerminkan sejauh mana 

proses ini berhasil memenuhi kebutuhan dan harapannya. 

4. Komitmen pelaku dalam memperbaiki prilakunya, Komitmen pelaku untuk 

memperbaiki perilakunya adalah faktor kunci dalam keberhasilan 

penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan 

Restorative Justice di Polsek Miomafo Timur. Ketika pelaku menunjukkan 

kesiapan untuk mengubah perilakunya dan mengakui kesalahannya, maka 

proses Restorative Justice memiliki potensi untuk menjadi lebih efektif. 

Kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan bekerja 

menuju perbaikan bukan hanya mendukung pemulihan korban, tetapi juga 

memungkinkan adanya rekonsiliasi, pertanggungjawaban, dan perubahan 

yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam upaya menangani kasus kekerasan 

dalam rumah tangga, penting untuk mendorong komitmen dan keterlibatan 

pelaku dalam proses Restorative Justice demi mencapai hasil yang positif. 

5. Dukungan Masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan, Dukungan masyarakat 

dan lembaga kemasyarakatan memegang peran yang sangat penting dalam 

penyelesaian kasus melalui pendekatan Restorative Justice di Polsek 

Miomafo Timur, dukungan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan 

memiliki peran yang krusial dalam memastikan keberhasilan dan 

berkelanjutan dari pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus 

KDRT. Mereka berkontribusi pada pemulihan korban, perubahan perilaku 

pelaku, rekonsiliasi, dan upaya pencegahan kekerasan di masa depan, 
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menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung perubahan sosial 

yang positif. 

6. Pemulihan korban, Pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui 

pendekatan Restorative Justice di Polsek Miomafo Timur adalah sebuah 

proses yang menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak, 

pemulihan korban KDRT melalui pendekatan Restorative Justice 

memerlukan upaya kolektif, serangkaian langkah, serta fokus pada pemulihan 

dan perbaikan hubungan. Dengan kerjasama antara berbagai pihak, proses ini 

bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung 

pemulihan korban dengan efektif. 

5.2 Saran  

1. Dalam konteks penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, saran kepada 

Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Miomafo Timur agar mempertimbangkan 

pendekatan restorative justice dengan denda adat sebaiknya dilakukan dengan 

penuh kehati-hatian. Berikut adalah beberapa saran Peneiliti kepada Anggota 

Bhabinkamtibmas polsek Miomafo Timur: 

a) Pertimbangkan Kesejahteraan Keluarga: Anggota Bhabinkamtibmas 

Polsek Miomafo Timur dalam penyelesaian Tindaka Pidana kekesarasan Dalam 

Rumah Tangga melalui Restorative Justice agar  penting untuk 

mempertimbangkan kesejahteraan keluarga korban dan pelaku. Upaya 

penyelesaian kasus sebaiknya tidak memberatkan keluarga, karena  dampaknya 

akan berlanjut dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

b) Fokus pada Rehabilitasi: Lebih lanjut, dorong untuk pendekatan 

rehabilitasi terhadap pelaku, sehingga tidak hanya memberikan sanksi, tetapi 

juga memberikan kesempatan untuk perubahan perilaku yang positif. Hal ini 

dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pihak. 

c) Keterlibatan Masyarakat: Dalam proses restorative justice, agar selalu 

melibatkan masyarakat setempat dan tokoh adat untuk mencari solusi yang 

dianggap sesuai dengan nilai-nilai budaya dan adat yang berlaku di Wilayah 
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Polsek Miomafo Timur, dengan tidak memberatkan pelaku maupaun korban 

dalam memberikan  denda adat.  

d) Edukasi dan Pencegahan: agar anggota Bhabinkammas Polsek Miomafo 

Timur  terus meningkatkan sosialisasi Kepada Masyrakat Sertakan langkah-

langkah edukatif dan pencegahan untuk memastikan bahwa kasus serupa tidak 

terulang. Ini dapat melibatkan kampanye pendidikan di masyarakat, pelatihan 

kepolisian, dan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. 

e) Koordinasi dengan Lembaga Terkait: Agar anggota Bhabinkamtibmas 

polsek Miomafo Timur terus melakukan  koordinasi yang baik dengan lembaga-

lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan anak dan perempuan, untuk 

memastikan penanganan yang komprehensif dan mendukung bagi korban. 
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